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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pelanggaran saat proses Pemilihan
Kepala Daerah yang berupa pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam
E-KTP yang disalahgunakan oleh oknum pasangan calon perseorangan untuk
memenuhi persyaratan jumlah dukungan saat menjelang Pilkada 2024 khususnya
di Kabupaten Trenggalek. Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi
faktual oleh KPU Kabupaten Trenggalek banyak dari data yang diserahkan tidak
memenuhi syarat, banyak dari masyarakat merasa dimanfaatkan demi mencapai
target minimal dukungan. Beberapa masyarakat yang namanya tercatut kemudian
melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas rumusan masalah sebagai
berikut: 1. Bagaimana Bentuk Pencatutan NIK Sebagai Syarat Dukungan Calon
Perseorangan Peserta Pilkada di Kabupaten Trenggalek? 2. Bagaimana Peran
Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pencatutan NIK?
3. Bagaimana Perlindungan Bagi Korban Pencatutan NIK dalam Perspektif Hukum
Positif dan Figih Siyasah?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu empiris
(lapangan) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data
meliputi wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui
proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Serta,
pengecekan keabsahan data diperiksa melalui triagulasi sumber, triagulasi teknik,
dan triagulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Bentuk pencatutan yang dilakukan
calon perseorangan peserta Pilkada yaitu memasukkan NIK tanpa izin dalam daftar
dukungan untuk memenuhi syarat minimal pencalonan. 2) Peran terhadap tindakan
pencatutan NIK dilaksankan dengan menyediakan layanan aduan secara online
melalui link pada medsos KPU dan Bawaslu, pada media offline langsung ke kantor
KPU dan Bawaslu dengan membawa berkas yang diperlukan. 3) Perlindungan
kepada korban pencatutan dilakukan dengan mengklarifikasi terhadap korban yang
telah melapor, jika tidak mendukung pasangan calon maka data dirinya akan
dibersihkan dari daftar dukungan. Perlindungan dalam perspektif hukum positif
berdasakan pada PKPU No. 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Perlindungan dalam perspektif
figih siyasah, bertujuan menciptakan Pilkada yang sesuai asas-asas pemilu demi
terciptanya kemslahatan bagi seluruh umat.
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This research was motivated by a violation during the Regional Head
Election process in the form of profiteering of the Population Identification Number
(NIK) in the E-KTP which was misused by individual candidate pairs in order to
meet the requirements for the amount of support ahead of the 2024 Regional
Elections, especially in Trenggalek Regency. After administrative verification and
factual verification by the Trenggalek Regency KPU, many of the data submitted
were not eligible, many of them felt that they were being used to achieve the
minimum support target. Several people whose names were recorded then reported
the incident to the Trenggalek Regency Bawaslu.

The purpose of this study is to discuss the formulation of the following
problems: 1. What is the Form of NIK Profiteering as a Condition for Support for
Individual Candidates for Regional Election Participants in Trenggalek Regency?
2. What is the Role of the General Election Commission and the Election
Supervisory Agency in NIK profiteering? 3. How is the Protection for Victims of
NIK Profiteering in the Perspective of Positive Law and Figh Siyasah?

The research method used in this study is empirical (field) with a qualitative
research approach. Data collection techniques include interviews, and
documentation. Data analysis techniques are carried out through the process of data
condensation, data presentation, and conclusion drawn. Also, the validity of the data
is checked through source triagulation, technique triagulation, and time triagulation.

The results of the study show that: 1) The form of profiteering carried out
by individual candidates participating in the Regional Elections is to include NIK
without permission in the list of support to meet the minimum requirements for
candidacy. 2) The role of NIK profiteering is carried out by providing online
complaint services through links on KPU and Bawaslu social media, on offline
media directly to the KPU and Bawaslu offices by bringing the necessary files. 3)
Protection for profiteering victims is carried out by clarifying the victim who has
reported, if they do not support the candidate partner, their data will be cleared from
the support list. Protection from a positive legal perspective is based on PKPU No.
15 of 2024 concerning Procedures for Settling Administrative Violations for the
Election of Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, as well
as Mayors and Deputy Mayors. Protection from the perspective of figh siyasah,
aims to create elections that are in accordance with the principles of elections in
order to create prosperity for all people.
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